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ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan perwujudan hak kebebasan
beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Namun, sebagai ibadah massal berskala internasional dengan tingkat
risiko tinggi, pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan erat dengan perlindungan hak
fundamental warga negara, khususnya hak hidup, hak atas keselamatan dan
kesehatan, serta hak beragama dalam forum eksternum. Pada penyelenggaraan
ibadah haji tahun 2024 M/1445 H, negara menghadapi tantangan dalam
menyeimbangkan pemenuhan hak beribadah dengan kewajiban konstitusional
untuk melindungi keselamatan jamaah, terutama melalui kebijakan pengetatan
istira’ah kesehatan, pengaturan alokasi kuota, dan penerapan skema murur.
Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana pelindungan hak
konstitusional warga negara diwujudkan melalui kebijakan tersebut dan sejauh
mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan maslahah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan
konstitusional, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan ibadah haji,
serta kebijakan haji tahun 2024. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hak
asasi manusia, khususnya terkait hak hidup dan pembatasan kebebasan beragama
dalam forum eksternum, serta teori maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili sebagai
perspektif hukum Islam untuk menilai tujuan substantif kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hak konstitusional warga
negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 diwujudkan melalui
kebijakan pengetatan istiza ‘ah kesehatan, pengaturan alokasi kuota, dan penerapan
skema murur yang secara normatif dapat dibenarkan dalam kerangka hak asasi
manusia. Ketiga kebijakan tersebut mencerminkan pembatasan kebebasan
beragama dalam forum eksternum yang sah secara konstitusional karena memiliki
dasar hukum, tujuan yang legitimate, serta untuk melindungi hak fundamental yang
lebih mendasar, khususnya hak hidup dan hak atas keselamatan jamaah. Dari
perspektif maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili, pengetatan istiza ‘ah kesehatan
dan skema murur sejalan dengan prinsip kifz al-nafs dan dapat dikategorikan
sebagai maslahah yang kuat karena menjaga keselamatan jiwa tanpa meniadakan
substansi ibadah haji sebagai perwujudan hifz al-din. Sementara itu, kebijakan
alokasi kuota haji, termasuk pembagian kuota tambahan, berada dalam wilayah
tarjih al-maslahah antara perlindungan keselamatan jamaah secara kolektif dan
pemenuhan hak beribadah, sehingga kesesuaiannya dengan prinsip maslahah
bersifat bersyarat, yakni bergantung pada penerapan yang adil, transparan,
proporsional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketimpangan akses bagi
jamaah haji reguler.

Kata kunci: Pelindungan Hak Konstitusional; Hak Hidup; Maslahah



ABSTRACT

The organization of the Hajj pilgrimage constitutes a manifestation of the
constitutional guarantee of freedom of religion under the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. However, as a large-scale international mass religious
ritual with a high level of risk, the implementation of the Hajj is closely connected
to the protection of citizens’ fundamental rights, particularly the right to life, the
right to safety and health, and the exercise of religious freedom in the external
forum. In the 2024 Hajj season (1445 H), the state faced significant challenges in
balancing the fulfillment of the right to perform religious worship with its
constitutional obligation to protect pilgrims’ safety, especially through policies on
stricter health istitha’ah requirements, quota allocation arrangements, and the
implementation of the murur scheme. This research examines how the protection of
citizens’ constitutional rights is realized through these policies and to what extent
they are consistent with human rights principles and the concept of maslahah.

This study is a normative legal research employing statutory and case
approaches. The analysis focuses on constitutional provisions, statutory
regulations governing the organization of the Hajj, and Hajj-related policies
implemented in 2024. The theoretical framework applied consists of human rights
theory particularly the right to life and the limitation of freedom of religion in the
external forum and the theory of maslahah as developed by Wahbah az-Zuhaili as
an Islamic legal perspective to assess the substantive objectives of public policy.

The findings indicate that the protection of citizens’ constitutional rights in
the 2024 Hajj administration is reflected in the policies of stricter health istitha’ah
requirements, quota allocation, and the murur scheme, all of which are normatively
justifiable within the human rights framework. These policies represent
constitutionally permissible limitations on freedom of religion in the external forum,
as they are based on legal authority, pursue legitimate aims, and are directed
toward protecting more fundamental rights, particularly the right to life and
pilgrims’ safety. From the perspective of maslahah according to Wahbah az-
Zuhaili, the tightening of health istitha’ah requirements and the implementation of
the murur scheme are consistent with the principle of hifz al-nafs and may be
classified as strong forms of maslahah, as they safeguard human life without
negating the substance of the Hajj as an expression of hifz al-din. Meanwhile, the
Hajj quota allocation policy, including the distribution of additional quotas, falls
within the domain of tarjih al-maslahah between collective safety protection and
the fulfillment of the right to worship, rendering its conformity with maslahah
conditional upon fair, transparent, proportional, and accountable implementation
to prevent structural inequality in access for regular pilgrims.

Keywords: Constitutional Rights Protection; Right to Life; Maslahah
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MOTTO
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di
dunia memikul tanggung jawab konstitusional yang besar, dalam menjamin hak
warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama.!
Negara Indonesia didirikan atas dasar konstitusi dan hukum yang menjunjung
tinggi nilai keadilan, kebebasan, dan pelindungan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak untuk menjalankan ibadah menurut
agama dan kepercayaannya masing-masing.> Jaminan tersebut bukan hanya
sebuah norma yang bersifat deklaratif, melainkan mandat konstitusional yang
menuntut kehadiran negara dalam memastikan terpenuhinya hak tersebut secara

aman, adil, dan bermartabat.

Dalam konteks Islam, ibadah haji merupakan kewajiban agama yang
bersifat fardhu’ain bagi setiap muslim yang memenuhi Syarat isthitha’ah.
Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji bukan hanya sekadar perjalanan ritual-
spiritual, melainkan salah satu kewajiban penting dalam Islam yang memiliki

makna sosial dan kemanusiaan yang kuat.3* Pelaksanaan ibadah haji

! Maya Cristiana, “Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di
Indonesia”, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 16: 2, (2022): 235-247.

2 Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3 Bangun Triharyanto, Hikmah Perjalanan Suci: Makna Sejati Ibadah Umrah dan Haji,
(t.t: Kreatifa Prima, 2024), him. 32.



mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai latar belakang bangsa, ras, dan
budaya dalam satu ruang dan waktu yang sama.® Oleh karena itu,
penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan
ibadah individual, melainkan sebagai amanah kolektif yang menuntut tanggung

jawab negara untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak hidup jamaah.®

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, negara memiliki
tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, menghormati dan memenuhi
hak-hak dasar warganya.” Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh
konstitusi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 termuat dalam Pasal 29 ayat 2 yang menjamin
kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya. Lebih jauh, Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak hidup
sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-
derogable right).? Sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 281 ayat (1) UUD
1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan

5 Abdulloh Munir dan Mohammad Johaeri Irhas, “Kontekstualisasi Rukun Islam
Terhadap Pilar Moderasi Beragama”, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman: Vol.
13: 1, (2025): 67.

6 Said Rizal dan Yusriando, “Kriteria Istitha’ah Dalm Berhaji Menurut Hukum Figh
Kontemporer”, Jurnal llmu Hukum Prima, Vol. 3: 1, (2020): 5.

7 Didik Sukriono, “Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak
Konstitusional Warga Negara Sebagi Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi (Develop A
Constituation Awareness To Citizen Constitutional Rights As An Effort To Enforce Constitution
Law)”, Jurnal Legislasi Indonesia: Vol, 13: 3, (2016): 277

8 Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



pemenuhan hak beragama, tetapi juga berkaitan langsung dengan kewajiban
negara untuk melindungi hak hidup jamaah haji sebagai hak asasi yang paling

fundamental.®

Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, negara telah membentuk
berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah menjadi regulasi utama yang mengatur hak, kewajiban, serta tata
kelola penyelenggaraan haji. Regulasi ini didukung oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji,
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) 1445H/2024M, serta berbagai Peraturan Menteri Agama
yang bersifat teknis operasional. Keseluruhan kerangka hukum tersebut
menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah agar dapat

menjalankan ibadah secara aman, tertib, dan bermartabat.'°

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji di
Indonesia, khususnya pada tahun 2024, memunculkan berbagai persoalan yang

menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

® Tim Penyusun Peraturan Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji, Peraturan Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementrian Agama
Republik Indonesia, 2012), him. 50-65.

10 Sulastri, Novita Listyaningrum dan Baiq Nur Aini Dwi S, “Perlindungan Hukum Calon
Jemaah Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, Jurnal Risalah Kenotariatan,
Vol. 5: 2, (2024): 324.



Salah satu isu krusial adalah pengalokasian tambahan kuota haji sebanyak
20.000 jamaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada prinsipnya mengatur komposisi
kuota haji nasional sebesar 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah
haji khusus.!* Namun Pasal 9 undang-undang yang sama memberikan
kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengatur alokasi kuota tambahan

berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu.12

Berdasarkan kewenangan tersebut, Kementerian Agama menetapkan
kebijakan pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% untuk jamaah
reguler dan 50% untuk jamaah haji khusus. Kebijakan ini memunculkan respons
yang beragam. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan argumentasi bahwa
pembagian tersebut dilakukan sebagai langkah manajemen risiko untuk
mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Kepadatan ekstrem di Mina telah lama
menjadi faktor risiko serius yang mengancam keselamatan dan hak hidup
jamaah, mengingat keterbatasan kapasitas tenda, suhu ekstrem, serta mobilitas
jamaah yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, kebijakan kuota diposisikan
sebagai instrumen pelindungan hak hidup jamaah yang sedang melaksanakan
ibadah haji. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan persoalan
keadilan akses bagi jamaah reguler yang telah menunggu dalam antrean selama

puluhan tahun. Sebagian pihak menilai bahwa pengalihan sebagian kuota

1 pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah

12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan
Umrah



tambahan kepada jamaah haji khusus berpotensi memperpanjang daftar tunggu
jamaah reguler, yang mayoritas berasal dari kelompok lanjut usia dan rentan
secara kesehatan. Kondisi ini menimbulkan dilema normatif antara upaya
melindungi keselamatan jamaah yang sedang berhaji dan kewajiban negara
untuk menjamin keadilan kesempatan berhaji bagi seluruh warga negara. Kritik
ini mengarah pada isu keadilan akses dan potensi ketidaksesuaian dengan asas
non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019. Dinamika
tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip fundamental:
pertama, perlindungan hak hidup jamaah yang sedang melaksanakan haji dan
kedua, perlindungan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berhaji

secara adil.

Berangkat dari fenomena ini, muncul pertanyaan fundamental: sejauh
mana negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, benar-benar
menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak warga negara
dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
sejauh mana kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 telah selaras dengan
prinsip pelindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang
dalam UUD 1945, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar
dari negara hukum. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku,
prinsip-prinsip  konstitusi, dan teori-teori hukum yang relevan, serta

membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun penelitian ini



menganalisis penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 dengan

menggunakan teori hak asasi manusia dan teori maslahah.

Dalam perspektif teori hak asasi manusia, negara wajib bukan hanya
mengakui, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk
hak beragama. Teori hak asasi manusia digunakan untuk menilai sejauh mana
negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak
hidup dan hak beragama jamaah haji, termasuk kewajiban positif negara untuk
mencegah risiko yang mengancam keselamatan jiwa. Sementara itu, Teori
Maslahah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili digunakan untuk
digunakan untuk menilai kebijakan penyelenggaraan haji dalam kerangka
maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam konteks pelindungan hifz al-nafs sebagai
bagian dari maslahah dharuriyyah, serta bagaimana kebijakan tersebut juga
bersinggungan dengan maslahah hajiyyah terkait keadilan akses dan

pengurangan kesulitan jamaah.

Sejumlah  penelitian  terdahulu  telah  menyoroti  persoalan
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari berbagai perspektif hukum dan
kebijakan. Abdul, dkk. (2022), misalnya, mengkaji digitalisasi pelayanan
melalui sistem HIMPUH dengan fokus pada efektivitas administrasi dan
peningkatan layanan internal, namun penelitian tersebut belum secara eksplisit
membahas aspek perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara,

khususnya hak hidup dan hak beribadah dalam penyelenggaraan ibadah haji.*3

13 Abdul Hafiz, Leli Romdaniah, dan Mohammad Rizal Ramadhani, “Efektivitas
Digitalisasi Pelayanan pada Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dalam
Meningkatkan Layanan Haji”, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 10: 2, (2022).



Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sulastri, dkk. (2024) membahas
perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji dan umrah pada masa pandemi
COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian
tersebut menitikberatkan pada konteks darurat kesehatan, sehingga
pembahasannya masih terbatas pada perlindungan hukum dalam situasi krisis
dan belum mengkaji persoalan distribusi kuota, keadilan akses berhaji, serta
perlindungan hak hidup jamaah dalam kondisi penyelenggaraan haji normal

sebagaimana terjadi pada tahun 2024.14

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara kritis dan komprehensif
menilai kesesuaian antara regulasi dan praktik kebijakan penyelenggaraan
ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya
perlindungan hak hidup sebagai hak yang bersifat fundamental dan tidak dapat
dikurangi, serta dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Gap
penelitian inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan.
Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan
yuridis normatif, menganalisis kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024
terutama terkait alokasi kuota tambahan, akses layanan, dan pengelolaan
jamaah dalam perspektif teori hak asasi manusia dan teori maslahah Wahbah

az-Zuhaili. Teori Hak Asasi Manusia digunakan untuk menilai sejauh mana

14 Sulastri, Novita Listyaningrum, dan Baiq Nur Aini Dwi S, “Perlindungan Hukum Calon
Jemaah Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, Jurnal Risalah Kenotariatan,
Vol. 5: 2, (2024).



negara telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak
hidup dan hak beribadah jamaah haji, termasuk kewajiban positif negara dalam
mencegah risiko keselamatan. Sementara itu, teori Maslahah Wahbah az-
Zuhail1 digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sejalan dengan
tujuan syariat (maqashid al-syari‘ah), khususnya perlindungan jiwa (hifz al-
nafs) sebagai bagian dari maslahah dharuriyyah, serta bagaimana kebijakan
tersebut juga bersinggungan dengan maslahah hajiyyah terkait keadilan akses

dan pengurangan kesulitan jamaah.

Dengan menggunakan kerangka teoritik tersebut, penelitian ini tidak
hanya mendeskripsikan persoalan layanan, tetapi menempatkannya dalam
analisis kritis terhadap tanggung jawab negara hukum dalam melindungi hak
asasi warga negara dan mewujudkan kemaslahatan umat secara proporsional.
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam
memperkuat dasar normatif dan konseptual penyelenggaraan ibadah haji yang

adil, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak hidup jamaah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

merumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelindungan hak konstitusional warga negara,
khususnya hak hidup dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun

2024 M/ 1445 H?



2. Apakah kebijakan pelindungan hak konstitusional warga negara dalam
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H sesuai
dengan prinsip maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan

kegunaan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan dan menganalisis pelindungan hak konstitusional
warga negara, terutama hak hidup, dalam kebijakan penyelenggaraan
ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H.
b. Menganalisis kebijakan pelindungan hak konstitusional warga negara
dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445
H dengan prinsip maslahah.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan dalam studi hukum syariah
dan hukum tata negara, khususnya mengenai pelindungan hak hidup

dalam kebijakan haji.
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b. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya
Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan haji yang

berorientasi pada keselamatan jamaah dan sesuai prinsip maslahah.

D. Telah Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah, telaah pustaka memiliki peran strategis
untuk memetakan posisi kajian yang dilakukan di tengah perkembangan
keilmuan yang telah ada. Telaah pustaka tidak hanya berfungsi sebagai
inventarisasi penelitian terdahulu, tetapi juga sebagai landasan untuk
menunjukkan ruang kosong (research gap) yang belum dikaji secara memadai.
Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, kajian akademik yang
berkembang menunjukkan bahwa isu haji tidak semata-mata berkaitan dengan
aspek teknis-administratif, melainkan juga menyentuh dimensi hukum,
kebijakan publik, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara dalam
melindungi hak konstitusional warga negara. telaah pustaka dalam penelitian
ini difokuskan untuk menelusuri bagaimana penelitian-penelitian terdahulu
membahas penyelenggaraan haji dari perspektif hukum, kebijakan, dan
kemaslahatan, serta sejauh mana kajian tersebut telah mengaitkannya dengan

prinsip perlindungan hak asasi manusia dan maslahah.

Adapun penulis menyimpulkan penelitian yang telah ada dapat
dikategorisasikan pada dua tema penelitian. Tema pertama, penelitian yang

fokus pada regulasi, pelindungan hukum, dan analisis normatif
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penyelenggaraan ibadah haji yang ditulis oleh Aisyah Wulan Ramadhani, dkk*®

Adzikri Fadli dkk® Ahmad Noor Islahuddin, dkk’

1. Penelitian yang dilakukan Aisyah Wulan Rahmadhani dkk yang berjudul
“Menelusuri Sistem Kuota Haji di Indonesia: Perspektif Hukum Tentang
Kesetaraan HAM dan Transparansi”. Penelitian tersebut mengkaji sistem
kuota haji di Indonesia menggunakan metode yuridis normatif melalui
pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menyoroti
adanya ketimpangan alokasi kuota antara jalur haji reguler dan haji
khusus, panjangnya antrean yang tidak merata, serta lemahnya
transparansi yang berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif.
Meskipun penelitian ini relevan dalam menyoroti isu kesetaraan dan
transparansi, fokus kajiannya masih bersifat umum dan belum secara
spesifik mengkaji kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 dalam
perspektif perlindungan hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat
dikurangi, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

2. Penelitian Adzikri Fadli dan Sulastri Caniago yang berjudul

“Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

15 Aisyah Wulan Ramadhani, Riana Susmayanti, dan Herlin Wijayati, “Menelusuri
Sistem Kuota Haji di Indonesia: Perspektif Hukum Tentang Kesetaraan HAM dan
Transparansi”, RechtJiva, Vol. 2: 1, (2025).

16 Adzikri Fadli, dan Sulastri Caniago, “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam
Perlindungan Warga Negara Indonesia”, JISRAH:Jurnal Integrasi llmu Syari’ah, Vol. 3: 3,
(2022).

17 Ahmad Noor Islahuddin, “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat
Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro”, MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah,
Vol. 1: 2, (2021).
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Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam
Pelindungan Warga Negara Indonesia”. Penelitian tersebut mengkaji
pelindungan jamaah haji dalam perspektif hukum Islam dengan
menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah berbasis magasid al-
syari‘ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, regulasi
haji telah memuat pelindungan terhadap keamanan, keselamatan jiwa,
dan kesehatan jamaah. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan
pada keselarasan norma hukum positif dengan prinsip syariah, tanpa
mengkritisi  secara mendalam implementasi kebijakan konkret
penyelenggaraan haji, khususnya pada tahun 2024, dalam kaitannya
dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi
manusia jamaah haji.

Penelitian Ahmad Noor Islahuddin dan Alva Yenica Nandavita yang
berjudul “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat
Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro” menganalisis dampak
panjangnya antrean haji terhadap minat masyarakat. Penelitian ini
menunjukkan bahwa sistem antrean yang panjang dipengaruhi oleh
lemahnya pelindungan hukum bagi pendaftar dan kebijakan kuota yang
kaku. Meskipun penelitian ini menyinggung aspek pelindungan dan
keadilan, fokus kajiannya lebih bersifat sosiologis dan deskriptif, serta
belum menempatkan persoalan antrean haji dalam kerangka pelindungan

hak hidup dan hak beribadah sebagai hak konstitusional warga negara.
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Secara umum, penelitian-penelitian dalam tema pertama telah
memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek normative dan hukum
Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, kajian-kajian
tersebut belum secara komprehensif menilai kesesuaian antara regulasi dan
praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip
perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup jamaah haji, serta belum
mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep kemaslahatan. Tema kedua,
penelitian yang fokus mengkaji administrasi, kebijakan publik, dan teknis
penyelenggaraan ibadah haji yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution, dkk!®

Defizon!® H. Muhammad Hosnan?® dan Lestari.?!

1. Penelitian yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution dkk yang berjudul
“Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji”” penelitian
tersebut mengkaji peran negara dalam pengaturan daftar tunggu haji.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dominasi negara melalui

regulasi dan birokrasi haji, termasuk kecenderungan monopoli

18 Zulkarnain Nasution dan Hadirman, “Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar
Tunggu Haji”, Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama, Vol. 6: 1, (Juni
2020).

19 Defizon, Efektivitas Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Tesis, Bidang Kajian Utama
Administrasi Publik, Program Magister IImu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas
Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

20 H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, Studi Kritis Penyelenggaraan lbadah Haji Bagi
Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Magasid Asy-Syari’ah, Disertasi Program Studi
Hukum Islam Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2021.

21| estari, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang,
https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/72 diakses pada 15 November
2024,



https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/72
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kewenangan oleh Kementerian Agama. Meskipun penelitian ini Kritis
terhadap aspek politik kebijakan haji, kajiannya belum secara spesifik
menilai kebijakan tersebut dalam perspektif perlindungan hak asasi
manusia dan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin
keselamatan dan hak hidup jamaah.

Kemudian penelitian oleh Defizon dalam tesis yang berjudul “Efektivitas
Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler di
Provinsi Riau” penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek
perencanaan dan koordinasi kuota haji dengan menggunakan teori
administrasi public. Penelitian ini menekankan pentingnya teknologi
informasi dan perencanaam yang efektif untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, fokus kajiannya pada
efisiensi administratif dan belum mengkaji dimensi hak asasi manusia

serta kemaslahatan jamaah secara substantif.

. Disertasi dengan judul “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi

Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif Maqasid asy-Syari’ah”
Penelitian tersebut mengkaji penyelengaraan ibadah haji di Indonesia
berorientasi pada kemaslahatan dan kemudahan umat. Meskipun
penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam perspektif hukum
Islam, pendekatannya cenderung normatif-ideal dan tidak secara khusus
menguji kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 dalam konteks
kepentingan antara pelindungan keselamatan jamaah dan keadilan akses

berhaji.
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4. Penelitian oleh Lestari dalam artikelnya yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang” Penelitian
tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai
implementasi kebijakan di tingkat daerah. Fokus penelitian tersebut
adalah aspek pelaksanaan kebijakan public dan tantangan administrative,
tanpa menempatkan isu penyelenggaraan haji dalam kerangka

pelindungan hak konstitusional dan hak hidup jamaah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut,
dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak kajian yang membahas
penyelenggaraan ibadah haji dari aspek regulasi, administrasi, dan hukum
Islam, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif
mengkaji kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dalam perspektif
perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup jamaah haji sebagai hak
yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi, serta dalam kerangka

kemaslahatan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara kritis menganalisis
kesesuaian kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 terutama terkait
alokasi kuota tambahan, pengelolaan jamaah, dan pelayanan jamaah lansia
dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan teori
maslahah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan penyelenggaraan

ibadah haji tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai bagian
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dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi hak hidup dan

mewujudkan kemaslahatan umat secara proporsional dan berkeadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara
kodrati melekat pada setiap manusia dan berlaku secara universal.??> Hak asasi
manusia pada dasarnya adalah seperangkat prinsip yang lahir dari nilai-nilai
kemanusiaan, yang kemudian berkembang menjadi norma atau aturan dalam
mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama.?® Keberadaan
hukum hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan pelindungan
yang dapat ditegakkan secara sah, sehingga setiap individu diakui memiliki hak-

hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.?*

Dengan adanya jaminan tersebut, manusia memperoleh ruang untuk
menikmati kebebasan secara bertanggung jawab, yakni kebebasan yang
dijalankan secara bijaksana dan sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena
itu, hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada
setiap individu karena harkat dan martabatnya sebagai manusia.?® Sebagaimana

dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa

22 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945
Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: KENCANA, 2005). him 43.

2 1bid.
24 1bid, him 2.

% 1bid, him 7.
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Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan
semata.?® Dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang
Dasar, prinsip negara hukum diwujudkan melalui adanya jaminan hak asasi
manusia dalam konstitusi serta penerapan prinsip peradilan yang bebas dan
tidak memihak.?’ Prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin persamaan setiap

warga negara di hadapan hukum.

Hak asasi manusia secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga
kategori:
1. Kelompok hak sipil yang bersifat non-derogable rights,
non-derogable rights yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun. Non-derogable rights dimaknai sebagai hak
yang bersifat otonom dan melekat secara absolut pada diri manusia,
sehingga tidak dapat dibatasi, bahkan dalam situasi darurat. Dalam
konteks ini, manusia dipandang sebagai pribadi yang memiliki
kedaulatan penuh atas dirinya. Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak
non-derogable diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta

hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.

% Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010). him 57

27 1bid.
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Meskipun Pasal 28I ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa
hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dalam
praktik penegakan hukum di Indonesia hak-hak tersebut masih sering
dipahami sebagai hak yang dapat dibatasi oleh negara. Pembatasan
tersebut umumnya merujuk pada ketentuan Pasal 28] ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan
setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang guna menjamin
penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
masyarakat demokratis. Namun demikian, sekalipun negara bertindak
aktif dalam melakukan pembatasan, negara tetap berkewajiban untuk
berpegang pada prinsip kewajiban negara, khususnya kewajiban untuk
menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) hak asasi
manusia.

2. Kelompok hak sipil dan politik lainnya

Yaitu hak-hak yang berkaitan dengan jaminan keadilan dan
kebebasan politik warga negara. Hak sipil dan politik yang dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah hak untuk didengar
keterangannya di muka pengadilan serta hak untuk tidak dianggap
bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.
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3. Kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya
Kelompok ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan
kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengembangan

kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

2. Teori Maslahah

Maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah segala sesuatu yang
membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta mampu mencegah atau
menghilangkan kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.?®
Dalam pandangannya, hukum-hukum figih disyariatkan bukan semata-mata
sebagai aturan ritual keagamaan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga
keteraturan hidup manusia secara menyeluruh.?® Oleh karena itu, syariat Islam
mengatur tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga urusan sosial, ekonomi, hukum,
dan kenegaraan. Secara umum, maslahat dapat dipahami sebagai sesuatu yang
bernilai kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat.*° Dapat diterima oleh akal
berarti bahwa akal mampu memahami secara jelas alasan dan tujuan dari
sesuatu tersebut, karena di dalamnya terkandung manfaat yang nyata bagi

kehidupan manusia.3*

28 \Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Bab 5, (T.t: Gema Insani, t.t),
him 30

29 |bid.
30 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: KENCANA, 2011). him. 220.

31 1bid.
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Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep maslahah bersifat
dinamis dan dapat mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan
tuntutan zaman, kebutuhan kemaslahatan manusia, serta perbedaan situasi dan
kondisi, baik dari segi waktu maupun tempat.®? Perubahan tersebut dibenarkan
selama penetapan hukumnya tidak menyimpang dari tujuan utama syariat dan
tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip yang benar.®®* Namun, fleksibilitas
ini hanya berlaku dalam ranah muamalah, sedangkan dalam bidang akidah dan

ibadah, ketentuan hukum bersifat tetap dan tidak dapat diubah.

Dalam rangka mewujudkan maslahah dan mencegah terjadinya
mafsadah, penetapan hukum, khususnya dalam kondisi tertentu seperti darurat,
harus mempertimbangkan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar
dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan syariat tetap
harus dijadikan tolok ukur dalam menjaga keseimbangan antara kemanfaatan
dan kemudaratan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan
magasid al-syari‘ah.3 Maqasid al-syari‘ah mencakup upaya menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam memahami dan menerapkan maqasid
tersebut, juga harus diperhatikan tingkatannya, yaitu kebutuhan primer
(dartiriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap atau

penyempurna (tahsiniyyat).*®> Maslahah dibagi menjadi tiga macam:

32 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu..., him 36.
3 Ibid.
34 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu..., him 108.

%5 Ibid. Literarur lain saja
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1. Maslahah al-mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat
karena sesuai dengan tujuan hukum Islam;

2. Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara
langsung dalam nash syariat, namun juga tidak ditolak olehnya, sehingga
dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;

3. Maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang dianggap baik menurut

akal, tetapi ditolak oleh syariat karena adanya dalil yang melarangnya.

Dalam kaitannya dengan upaya menjaga maslahah, Wahbah az-Zuhaili
menempatkan konsep darurat dan hajat sebagai instrumen penting dalam
penetapan hukum.®® Darurat dipahami sebagai kondisi yang apabila tidak
dipenuhi akan menimbulkan bahaya, sedangkan hajat adalah kondisi yang
apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran, meskipun
tidak sampai pada tingkat bahaya. Hajat terbagi menjadi hajat umum yang
dibutuhkan oleh masyarakat secara luas dan hajat khusus yang diperlukan oleh
kelompok masyarakat tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat
memperhatikan tingkat dan cakupan kemaslahatan yang ingin diwujudkan

dalam kehidupan sosial.?

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menolak pandangan yang

menyamakan penerapan hukum dalam kondisi darurat dan hajat dengan

36 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu. .., hlm 110

37 1bid.
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mengikuti hawa nafsu. Menurutnya, darurat dan hajat bersifat dinamis karena
mengikuti perubahan kondisi manusia dan perkembangan zaman.3® Namun,
keduanya hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila kondisi
tersebut benar-benar terjadi, diyakini atau diduga kuat akan terjadi, serta
bersifat mendesak. Dalam kerangka maslahah, darurat dan hajat berfungsi
sebagai indikator adanya kemanfaatan yang harus dijaga dan kesulitan atau
bahaya yang harus dihilangkan, sehingga keringanan hukum yang diberikan
merupakan wujud fleksibilitas syariat dalam merealisasikan tujuan-tujuan
syariah tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya.®
F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian pada dasarnya adalah cara sistematis yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah secara
ilmiah.*° la menjadi landasan penting yang menjelaskan bagaimana proses
penelitian dijalankan secara runtut, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pemilihan metode harus selaras dengan rumusan masalah, pendekatan teoritis,
dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan
dalam penelitian ini, diperlukan langkah-langkah terstruktur yang mendukung

validitas dan ketepatan hasil kajian.

% 1bid.
% 1bid, him 111.

40 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik,
Cet. Ke- 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), him. 148.
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1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus
pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas
hukum, dan putusan lembaga negara terkait penyelenggaraan ibadah haji di
Indonesia.** Adapun tujuannya untuk menganalisis kesesuaian kebijakan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak
konstitusional warga negara, khususnya hak hidup dan hak beragama
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta menilainya dalam perspektif teori hak asasi manusia dan teori
maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, fokus penelitian tidak
terletak pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada analisis
normatif terhadap regulasi dan kebijakan negara.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,*> yaitu mendeskripsikan
ketentuan hukum positif yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam
praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Sementara itu, bersifat
analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan norma dan
kebijakan, melainkan menganalisis secara kritis kesesuaian antara ketentuan
hukum dan praktik kebijakan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional

warga negara dan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam guna menemukan

42 Deskriptif-analisis, yaitu suatu prosedur penelitian untuk memperoleh data deskriptif
dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan
adalah deskriptif, Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him.
128.
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ada tidaknya ketidaksesuaian atau ketegangan normatif antara hak hidup dan
hak beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus.** Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan
ibadah haji, baik pada tingkat konstitusi maupun peraturan pelaksanaannya.
Sedangkan pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan kasus digunakan
untuk mengkaji praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024
sebagai suatu peristiwa hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait
pembagian kuota tambahan 50% untuk jamaah reguler dan 50% untuk jamaah
haji khusus, kebijakan pengurangan kepadatan jamaah di Mina, serta penerapan
skema murur dan pengetatan istitha‘ah.
4. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer
dan data sekunder. Adapun rinciannya sebagai berikut:
a. Data Primer
Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau
sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan.**

Adapun dalam penelitian ini meiputi:

43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), him. 136-158.

*1bid., him. 184.



25

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29
ayat (2);
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Dokumen resmi
pemerintah dalam penelitian ini berupa MOU antara Kemenag dengan Arab
Saudi, angket pelaksanaan haji tahun 2024, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah
serta karya-karya yang membahas teori hak asasi manusia dan maslahah serta
website-website yang berisikan berita penyelenggaraan ibadah haji tahun
2024.
5. Teknik Pengumpulan Data
Studi Kepustakaan (Library Research) menghimpun bahan hukum
primer dan sekunder dari sumber-sumber resmi, perpustakaan, dan database
daring. Analisis Dokumen: Telaah mendalam terhadap terhadap regulasi dan
kebijakan resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, khususnya yang
berkaitan dengan alokasi kuota, pengelolaan jamaah, dan kebijakan
perlindungan keselamatan jamaah.
6. Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
deduktif kualitatif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari prinsip-prinsip

umum, norma hukum, dan teori hukum yang bersifat abstrak, kemudian
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diturunkan untuk menganalisis persoalan hukum yang bersifat konkret. Metode
deduktif dipilih karena penelitian ini bertumpu pada norma hukum dan teori,
serta bertujuan menilai praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun
2024 berdasarkan standar normatif yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan
yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang
rancangan penelitian yang berisi sub-bab yang meliputi latar belakang masalah
yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan
penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori dan konsep-konsep kunci yang
digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori
hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam
negara hukum, khususnya terkait hak hidup dan hak beragama sebagaimana
dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori maslahah
menurut Wahbah az-Zuhaili dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga adalah Bab ini menguraikan kerangka hukum dan kebijakan
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebagai dasar analisis. Pembahasan
meliputi pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dalam peraturan perundang-
undangan. Selain itu, bab ini juga memaparkan fakta-fakta kebijakan dan

praktik penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk alokasi kuota tambahan,
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kebijakan 50%-50%, skema murur, dan pengetatan isthitha‘ah, yang diperoleh
dari dokumen resmi pemerintah dan laporan media sebagai konteks faktual
penelitian.

Bab keempat adalah inti pembahasan yang berisi analisis yuridis normatif
terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Analisis dilakukan
dengan mengaitkan kerangka normatif dan fakta kebijakan pada Bab I11 dengan
teori hak asasi manusia dan teori maslahah Wahbah az-Zuhaili yang telah
diuraikan pada Bab 1.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan bagian akhir dari
seluruh rangkaian penyusunan tesis ini. Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan
dan saran yang menegaskan pentingnya penegakan hukum konstitusi dalan

mengelola ibadah haji.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya, yang menguji hak konstitusional penyelenggaraan ibadah haji
tahun 2024 melalui kerangka teori hak asasi manusia dan maslahah, maka dapat
ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah

penelitian;

1. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menunjukkan adanya upaya nyata
negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya hak
hidup, sebagai hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi (non-derogable
rights). Negara tidak memposisikan ibadah haji semata sebagai pelaksanaan
ritual keagamaan, melainkan sebagai aktivitas berisiko tinggi yang
menuntut kehadiran negara secara aktif dalam menjamin keselamatan dan
martabat jamaah. Pelindungan hak hidup tersebut diwujudkan melalui
kebijakan pengetatan istifa ‘ah kesehatan, pengaturan alokasi kuota haji,
serta penerapan skema murur. Ketiga kebijakan ini mencerminkan
pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak asasi manusia, khususnya dengan mengedepankan
pendekatan preventif terhadap risiko keselamatan jamaah. Dalam perspektif
HAM, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk

pembatasan kebebasan beragama dalam forum eksternum yang sah secara
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konstitusional, karena memiliki dasar hukum, tujuan yang legitimate, serta
diarahkan untuk melindungi hak hidup sebagai hak yang lebih mendasar.
Dengan demikian, pelindungan hak konstitusional dalam penyelenggaraan
ibadah haji tahun 2024 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
operasional, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi terutama terkait
aspek keadilan dan proporsionalitas dalam pengaturan akses jamaah.

Dari perspektif teori maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili, kebijakan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 pada dasarnya sejalan dengan
prinsip kemaslahatan syariat. Pengetatan istita’ah kesehatan dan penerapan
skema murur dapat dikategorikan sebagai masliahah mu ‘tabarah dan
maslahah mursalah yang kuat, karena secara nyata berorientasi pada
perlindungan jiwa (kifz al-nafs) tanpa meniadakan substansi ibadah haji
sebagai manifestasi %ifz al-din. Sementara itu, kebijakan alokasi kuota haji,
termasuk pembagian kuota tambahan, berada dalam wilayah penimbangan
kemaslahatan (tarjih al-maslahah) antara pemenuhan hak beribadah dan
perlindungan keselamatan jamaah secara kolektif. Dalam kerangka Wahbah
az-Zuhaili, kebijakan tersebut dapat diterima sebagal maslahah bersyarat,
sepanjang dilaksanakan secara adil, transparan, dan benar-benar ditujukan
untuk kemanfaatan umum, bukan sekadar kompromi administratif. Apabila
aspek keadilan dan akuntabilitas diabaikan, maka kemaslahatan yang
dihasilkan berpotensi menjadi parsial dan dipertanyakan secara normatif.
Secara keseluruhan, kebijakan pelindungan hak konstitusional warga negara

dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dinilai sesuai dengan
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prinsip maslahah, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa
jamaah. Namun, kesesuaian tersebut menuntut evaluasi berkelanjutan agar
kemaslahatan yang diwujudkan tidak hanya bersifat preventif dan teknis,
tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam memenuhi hak
konstitusional seluruh warga negara.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dirumuskan, maka
diajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif, baik bagi para pemangku
kepentingan di pemerintahan maupun bagi komunitas akademik untuk
penelitian di masa mendatang.
1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan pembuat kebijakan
penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah disarankan untuk terus
memperkuat perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang
berbasis hak asasi manusia dan prinsip kemaslahatan secara berkelanjutan.
Pelindungan hak hidup jamaah perlu ditempatkan sebagai orientasi
struktural dalam sistem penyelenggaraan haji, bukan sekadar respons
situasional. Dalam kebijakan alokasi kuota, peningkatan transparansi,
rasionalitas, dan keterbukaan berbasis data menjadi penting, Khususnya
dalam menjelaskan hubungan antara komposisi kuota, pengendalian
kepadatan, dan keselamatan jamaah.
Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan istitha’ah kesehatan

dan skema murur diperlukan agar kebijakan pembatasan tetap proporsional,
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akuntabel, dan berorientasi pada pelindungan hak jamaah. Penguatan
edukasi, pendampingan medis, serta mekanisme peninjauan kembali juga
penting untuk memastikan keseimbangan antara pengendalian administratif
dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian normatif ini
dengan pendekatan empiris, terutama melalui analisis data keselamatan dan
kesehatan jamaah serta pengalaman langsung terhadap kebijakan
pembatasan. Kajian komparatif dengan negara lain juga dapat memperkaya
perspektif dalam menilai efektivitas kebijakan penyelenggaraan haji. Dari
sisi hukum Islam, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis maslahah
dengan mengaitkannya pada pemikiran ulama lain atau mengembangkan
kerangka penalaran maslahah yang lebih kontekstual terhadap dinamika

penyelenggaraan ibadah haji modern.
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